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Abstract

The concept of a Sharia green economy emerges as an innovative approach that
integrates Islamic economic principles with green economy concepts. In the
Indonesian context, where Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)
play a vital role in the national economy, exploring the potential
implementation of a Sharia green economy in this sector becomes highly
relevant. However, there remains a gap in understanding how these principles
can be operationalized in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME)
business practices. This research aims to explore the relevance and potential
implementation of the Sharia green economy in developing MSME
productivity in Indonesia, specifically focusing on the strategic role of
philanthropic institutions in supporting this transition. This study employs a
descriptive method with a literature review approach. The analysis will be
conducted on various literature sources such as journal articles, books,
research reports, and policy documents relevant to the Sharia green economy,
MSMEs, and Islamic philanthropy. This approach will allow for a
comprehensive synthesis of existing knowledge and identification of gaps in
the literature. Expected results: The research is expected to produce a
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conceptual framework illustrating how Sharia green economy principles can
be operationalized in the MSME context, as well as a theoretical model of the
strategic role of philanthropic institutions in supporting this transition. The
research findings are also expected to provide directions for future empirical
research and policy recommendations for creating an ecosystem that promotes
the development of sharia green economy-based MSMEs in Indonesia.

Keywords: Sharia  green economy; MSMEs; Islamic philanthropy;
sustainable development

Pendahuluan

Dalam era global yang semakin kompleks, dunia menghadapi tantangan
ganda: menjaga keberlangsungan ekonomi dan melindungi lingkungan. Konsep
ekonomi hijau (green economy) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan
model pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, prinsip-prinsip ekonomi
syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama,
semakin mendapat perhatian sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih etis
(Supriatna, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui sebagai tulang
punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM tidak hanya
berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, tetapijuga
memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif (Budiarto et al., 2018). Namun, UMKM sering kali menghadapi
kendala dalam hal akses modal, teknologi, dan pasar, yang membatasi
produktivitas dan daya saing.

Integrasi konsep sharia green economy dalam pengembangan UMKM
menawarkan perspektif baru yang menjanjikan. Pendekatan ini tidak hanya
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, tetapi juga memastikan
bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan

kelestarian lingkungan. Hal ini menciptakan peluang untuk membangun model
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bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi
positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Yolanda, 2024).

Dalam konteks ini, lembaga filantropi Islam, seperti lembaga zakat, wakaf,
dan lembaga keuangan mikro syariah, memiliki potensi besar untuk berperan
sebagai katalisator. Lembaga-lembaga ini dapat menjembatani kesenjangan
finansial yang dihadapi UMKM, sekaligus mendorong adopsi praktik-praktik
bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip sharia green economy (Fattah et al.,
2022). Meskipun konsep ekonomi hijau dan ekonomi syariah telah banyak diteliti
secara terpisah, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang
bagaimana kedua konsep ini dapat diintegrasikan secara efektif, terutama dalam
konteks pengembangan UMKM. Studi sebelumnya cenderung berfokus pada
aspek teoritis atau implementasi di tingkat makro, sementara aplikasi praktis di
tingkat mikro, khususnya untuk UMKM, masih kurang dieksplorasi. Selain itu,
peran potensial lembaga filantropi dalam mendukung transisi menuju sharia green
economy belum diinvestigasi secara komprehensif (Khudzaifah Dimyati, Setiaji, &
Kelik Wardiono, 2023).

Kesenjangan lain adalah kurangnya model operasional dan kerangka kerja
yang dapat memandu UMKM dalam mengadopsi praktik-praktik sharia green
economy. Sebagian besar UMKM masih menganggap bahwa menjalankan bisnis
yang ramah lingkungan dan sesuai syariah adalah beban tambahan yang mahal,
bukan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka
panjang. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang dapat menjembatani gap
antara teori dan praktik, serta mengidentifikasi strategi-strategi konkret yang
dapat diimplementasikan oleh UMKM dengan dukungan lembaga filantropi
(Mariyana, 2024).

Penelitian ini menawarkan tiga elemen penting, yaitu sharia green economy,
pengembangan UMKM, dan peran lembaga filantropi. Berbeda dengan studi
sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan model holistik yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip
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sharia green economy dapat dioperasionalisasikan dalam konteks UMKM melalui
dukungan strategis dari lembaga filantropi. Pendekatan ini tidak hanya
menawarkan perspektif baru dalam pengembangan UMKM, tetapi juga membuka
jalan bagi redefinisi peran lembaga filantropi dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan indikator kinerja yang
mengintegrasikan aspek finansial, sosial, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Indikator-indikator ini akan memungkinkan evaluasi yang lebih
komprehensif terhadap dampak implementasi sharia green economy pada
produktivitas dan keberlanjutan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan
menghasilkan roadmap praktis untuk lembaga filantropi dalam merancang
program-program yang efektif mendukung transisi UMKM menuju model bisnis
yang lebih hijau dan sesuai syariah.

Penelitian ini didasarkan pada integrasi beberapa kerangka teoritis. Pertama,
konsep Magasid al-Shariah yang menekankan perlindungan dan promosi lima
elemen dasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, akan
digunakan sebagai landasan etis. Kedua, teori Ekonomi Hijau yang dikembangkan
oleh United Nations Environment Programme (UNEP), yang menekankan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, akan diintegrasikan
dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketiga, teori Pengembangan UMKM yang
berfokus pada inovasi dan daya saing akan diadaptasi dalam konteks sharia green
economy. Terakhir, teori Filantropi Strategis akan digunakan untuk menganalisis
bagaimana lembaga filantropi dapat berperan sebagai agen perubahan dalam
mendorong adopsi praktik-praktik sharia green economy di kalangan UMKM
(Anwar, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah
sebagai berikut: Pertama, bagaimana prinsip-prinsip sharia green economy dapat
dioperasionalisasikan dalam konteks pengembangan produktivitas UMKM?

Kedua, apa peran strategis yang dapat dimainkan oleh lembaga filantropi dalam
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mendukung transisi UMKM menuju model bisnis yang selaras dengan sharia green

economy?

Tinjauan pustaka

Konsep sharia green economy telah menjadi topik yang semakin relevan dalam
diskusi pengembangan ekonomi berkelanjutan. Menurut Alshater et al. (2021),
Sharia Green Economy merupakan pendekatan ekonomi yang mengintegrasikan
prinsip-prinsip syariah dengan konsep ekonomi hijau, bertujuan untuk mencapai
kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan secara bersamaan (Alshater et
al., 2021).

Dalam konteks Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penelitian Faizi dan
Yudhistira (2023) menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah
dalam praktik bisnis dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha.
Mereka menyoroti pentingnya nilai-nilai etika dan keadilan sosial dalam
pengembangan UMKM yang sejalan dengan konsep sharia green economy (Faizi &
Yudhistira, 2023).

Sementara itu, peran lembaga filantropi dalam mendukung UMKM telah
dibahas oleh Rusydiana dan Devi (2018). Mereka menemukan bahwa lembaga
filantropi Islam, seperti lembaga zakat dan wakaf, memiliki potensi besar dalam
menyediakan modal dan dukungan non-finansial bagi UMKM, terutama dalam
konteks ekonomi syariah (Rusydiana & Devi, 2018).

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Hidayat (2021) mengungkapkan
bahwa integrasi antara konsep green economy dan prinsip-prinsip syariah dapat
menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara
sosial. Mereka menekankan pentingnya inovasi dalam produk dan layanan
keuangan syariah untuk mendukung pengembangan UMKM yang ramah
lingkungan (Hidayat, Izharivan, & Sari, 2021).

Namun, menurut Hassan & Aliyu (2018) bahwa implementasi sharia green

economy dalam konteks UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk
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keterbatasan pemahaman, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya
kebijakan yang mendukung. Mereka menyarankan perlunya kolaborasi yang
lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga filantropi
untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut (Hassan & Aliyu, 2018).
Berdasarkan tinjauan literatur ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat
potensi yang signifikan dalam mengintegrasikan konsep sharia green economy
dengan pengembangan produktivitas UMKM melalui pemanfaatan lembaga
filantropi. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi

mekanisme praktis dan strategi implementasi yang efektif dalam konteks ini.

Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi
kepustakaan untuk mengeksplorasi dan menganalisis relevansi sharia green
economy dalam pengembangan produktivitas UMKM dengan proyeksi
penggunaan lembaga filantropi (Sari et al., 2022). Metode ini dipilih karena
kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena
yang kompleks dan kontekstual, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah
dan ekonomi hijau dalam praktik bisnis UMKM. Studi kepustakaan
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari
berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan dokumen
resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui peninjauan literatur yang mencakup
berbagai sumber akademik dan praktis terkait dengan sharia green economy,
UMKW, dan lembaga filantropi. Sumber-sumber ini akan dianalisis secara kritis
untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, teori-teori, dan temuan-temuan
empiris yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti akan menyusun
tinjauan pustaka yang komprehensif untuk menghubungkan konsep-konsep yang

ditemukan dengan konteks UMKM di Indonesia (Khilmiyah, 2016).
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Analisis data menggunakan pendekatan tematik, di mana data yang
terkumpul akan dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang
relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini akan membantu dalam
mengidentifikasi pola-pola, tren, dan hubungan antar konsep yang muncul dari
data kepustakaan. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian,
teknik triangulasi akan diterapkan, melibatkan cross-checking data dari berbagai
sumber literatur (Sarosa, 2021). Hasil analisis akan digunakan untuk
mengembangkan model konseptual yang menggambarkan bagaimana sharia green
economy dapat diintegrasikan dalam pengembangan UMKM dengan dukungan

lembaga filantropi.

Hasil dan pembahasan
Pengertian sharia green economy

Sharia green economy merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-
prinsip ekonomi hijau dengan nilai-nilai dan etika Islam dalam aktivitas ekonomi.
Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya
berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip
syariah. Dalam konteks ini, sharia green economy dapat didefinisikan sebagai model
ekonomi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan
kemiskinan, dan perlindungan lingkungan, sambil memastikan bahwa semua
aktivitas ekonomi sejalan dengan magasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) (Bahri
& Aprilianti, 2023).

Lebih spesifik, sharia green economy menekankan pada pengembangan
sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan,
pertanian organik, dan industri daur ulang, dengan tetap memperhatikan aspek
kehalalan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Konsep ini juga mendorong
praktik-praktik bisnis yang etis, transparansi dalam keuangan, dan distribusi
kekayaan yang adil, sesuai dengan ajaran Islam tentang zakat, sedekah, dan wakaf

(Bahri & Aprilianti, 2023). Dengan demikian, sharia green economy tidak hanya
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berfokus pada aspek material dari pembangunan ekonomi, tetapi juga aspek
spiritual dan sosial.

Sharia green economy memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip
syariah yang fundamental. Pertama, prinsip tauhid (keesaan Allah) menjadi
landasan utama, menekankan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki
tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan
bijaksana. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang mempromosikan
pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Kedua, prinsip ‘adl (keadilan)
dalam Islam diterjemahkan dalam sharia green economy melalui upaya
menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan akses yang adil terhadap
sumber daya ekonomi, termasuk dalam konteks pengembangan UMKM (Erianto,
Hasibuan, & Batubara, 2024).

Prinsip maslahah (kemaslahatan umum) tercermin dalam konsep sharia green
economy. Fokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial selaras
dengan tujuan syariah untuk melindungi kebaikan bersama. Pengembangan
UMKM yang berbasis sharia green economy tidak hanya bertujuan untuk mencapai
keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi
masyarakat dan lingkungan. Lebih lanjut, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam,
seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir
(perjudian), juga diintegrasikan dalam praktik sharia green economy. Hal ini
mendorong pengembangan model bisnis dan instrumen keuangan yang tidak
hanya ramah lingkungan tetapi juga sesuai dengan syariah, seperti green sukuk
untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan (Hidayat et al., 2021). Dalam
konteks UMKM, prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi praktik-praktik
bisnis yang transparan, beretika, dan berfokus pada pembagian risiko yang adil

antara pemilik usaha dan investor atau lembaga keuangan.
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Prinsip-prinsip sharia green economy dalam pengembangan produktivitas umkm

Prinsip-prinsip sharia green economy dapat dioperasionalisasikan dalam
konteks pengembangan produktivitas UMKM melalui berbagai strategi dan
pendekatan yang terintegrasi. Pertama, implementasi prinsip fauhid dapat
diwujudkan melalui pengembangan visi dan misi UMKM yang tidak hanya
berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong UMKM untuk
mengadopsi praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti penggunaan
bahan baku yang berkelanjutan, minimalisasi limbah, dan efisiensi energi.
Misalnya, UMKM di sektor makanan dapat beralih ke penggunaan kemasan
biodegradable atau mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi
pemborosan sumber daya (Bahri, 2022).

Kedua, prinsip ‘adl (keadilan) dapat dioperasionalisasikan melalui
penerapan praktik-praktik ketenagakerjaan yang adil dan inklusif dalam UMKM.
Ini meliputi pemberian upah yang layak, penyediaan lingkungan kerja yang aman
dan sehat, serta kesempatan pengembangan karir yang setara bagi semua
karyawan. Selain itu, UMKM dapat menerapkan kebijakan pengadaan yang
mendukung supplier lokal dan usaha kecil lainnya, menciptakan rantai nilai yang
lebih adil dan berkelanjutan. Lembaga filantropi dapat berperan dalam
mendukung inisiatif ini melalui program-program pelatihan dan pendampingan
untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan praktik-praktik
ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar kerja layak
(Fataron, 2022).

Ketiga, operasionalisasi prinsip maslahah (kemaslahatan umum) melalui
pengembangan produk dan layanan UMKM yang tidak hanya memenuhi
kebutuhan pasar, juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan
lingkungan. Ini dapat mencakup inovasi dalam pengembangan produk ramah
lingkungan, seperti produk daur ulang atau produk yang menggunakan energi

terbarukan. UMKM juga dapat berpartisipasi dalam program-program
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pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau program magang,
yang tidak hanya meningkatkan citra perusahaan tetapi juga berkontribusi pada
pengembangan ekonomi lokal. Lembaga filantropi dapat mendukung inisiatif ini
melalui pendanaan dan fasilitasi program-program inovasi sosial yang melibatkan
UMKM (Oktayani, 2017).

Keempat, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti larangan riba dan
gharar, dapat dioperasionalisasikan melalui adopsi model pembiayaan yang sesuai
syariah untuk UMKM. Ini dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga keuangan
syariah atau pengembangan skema pembiayaan berbasis equity seperti mudharabah
atau musyarakah yang lebih sesuai untuk mendukung usaha kecil. Lembaga
tilantropi dapat berperan dalam menjembatani UMKM dengan lembaga keuangan
syariah, atau bahkan mengembangkan program pembiayaan mikro syariah yang
khusus ditujukan untuk mendukung inisiatif green economy. Misalnya, pemberian
pembiayaan khusus untuk UMKM yang ingin berinvestasi dalam teknologi ramah
lingkungan atau energi terbarukan (Oktayani, 2017).

Kelima, transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip penting
dalam syariah, dapat dioperasionalisasikan melalui penerapan sistem manajemen
dan pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. UMKM
didorong untuk mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan yang disesuaikan
dengan skala usaha mereka, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan stakeholder tetapi juga
membantu UMKM dalam mengidentifikasi area-area untuk perbaikan dan
inovasi. Lembaga filantropi dapat mendukung upaya ini melalui penyediaan
pelatihan dan tools untuk membantu UMKM dalam mengimplementasikan
praktik-praktik manajemen dan pelaporan yang lebih baik (Oktaviany et al., 2024).

Keenam,  prinsip  keberkahan  (barokah) dalam  Islam  dapat
dioperasionalisasikan melalui penekanan pada etika bisnis dan integritas dalam
seluruh operasi UMKM. Ini meliputi kejujuran dalam transaksi, pemenuhan janji

kepada pelanggan dan mitra bisnis, serta komitmen terhadap kualitas produk dan
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layanan. UMKM dapat didorong untuk mengembangkan kode etik bisnis yang
mencerminkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip green economy, serta
menerapkannya dalam praktik sehari-hari (Menne, 2017). Lembaga filantropi
dapat berperan dalam mempromosikan dan menghargai UMKM yang berhasil
mendemonstrasikan praktik bisnis etis dan berkelanjutan, misalnya melalui

program penghargaan atau sertifikasi khusus untuk "UMKM Syariah Hijau".

Lembaga filantropi: Transisi umkm menuju sharia green economy

Lembaga filantropi memiliki peran strategis dalam mendukung transisi
UMKM menuju model bisnis yang selaras dengan sharia green economy. Pertama,
lembaga filantropi berperan sebagai katalisator perubahan dengan menyediakan
dana hibah atau pembiayaan awal (seed funding) untuk UMKM yang mengadopsi
praktik-praktik bisnis ramah lingkungan dan sesuai syariah (Widyastuti, 2019).
Misalnya, dana zakat atau wakaf produktif dapat dialokasikan untuk membiayai
program-program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam
mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan atau mengembangkan
produk-produk hijau. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko finansial yang
dihadapi UMKM dalam tahap awal transisi mereka menuju model bisnis yang
lebih berkelanjutan.

Kedua, lembaga filantropi memainkan peran krusial dalam pengembangan
kapasitas UMKM, dapat menyelenggarakan program-program pelatihan dan
workshop yang fokus pada integrasi prinsip-prinsip sharia green economy dalam
operasi bisnis sehari-hari. Topik-topik seperti manajemen lingkungan, efisiensi
energi, pengembangan produk ramah lingkungan, dan keuangan syariah dapat
dimasukkan dalam kurikulum pelatihan. Selain itu, lembaga filantropi juga dapat
menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan jangka panjang untuk
memastikan bahwa UMKM dapat mengatasi tantangan-tantangan yang muncul

selama proses transisi (Syauqi & Hikmah, 2023).
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Ketiga, lembaga filantropi dapat berperan membangun ekosistem
pendukung bagi UMKM yang menerapkan sharia green economy. Ini dapat
dilakukan melalui pembentukan jaringan atau platform kolaborasi yang
menghubungkan UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan seperti
investor syariah, pakar lingkungan, lembaga sertifikasi halal dan ramah
lingkungan, serta pasar potensial untuk produk-produk hijau. Melalui platform
ini, UMKM dapat mengakses sumber daya, pengetahuan, dan peluang pasar yang
diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka sejalan dengan prinsip-prinsip
sharia green economy (Fattah et al., 2022).

Keempat, lembaga filantropi dapat mengambil peran penting dalam advokasi
dan peningkatan kesadaran. Dengan cara bekerja sama dengan pembuat kebijakan
untuk mendorong terciptanya regulasi yang mendukung pengembangan UMKM
berbasis sharia green economy, seperti insentif pajak atau kemudahan perizinan bagi
usaha yang menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dan sesuai syariah.
Selain itu, lembaga filantropi juga dapat melakukan kampanye edukasi publik
untuk meningkatkan pemahaman dan permintaan konsumen terhadap produk-
produk UMKM yang selaras dengan prinsip-prinsip sharia green economy (Fattah
et al., 2022).

Kelima, dalam konteks pembiayaan, lembaga filantropi dapat berperan
sebagai penjamin atau fasilitator akses ke pembiayaan syariah bagi UMKM.
Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk
mengembangkan produk-produk pembiayaan khusus yang dirancang untuk
mendukung inisiatif green economy UMKM. Misalnya, lembaga filantropi dapat
menyediakan dana sebagai jaminan (guarantee fund) untuk mengurangi risiko bagi
lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada UMKM untuk
proyek-proyek ramah lingkungan. Ini dapat membantu UMKM yang mungkin
kesulitan mendapatkan pembiayaan konvensional untuk inisiatif green economy

mereka.
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Keenam, lembaga filantropi memainkan peran penting dalam mendorong
inovasi dan penelitian dalam bidang sharia green economy yang relevan dengan
UMKM. Mereka dapat mendanai proyek-proyek penelitian yang bertujuan untuk
mengembangkan solusi teknologi ramah lingkungan yang terjangkau dan sesuai
dengan kebutuhan UMKM. Selain itu, lembaga filantropi juga dapat mensponsori
kompetisi inovasi atau program inkubasi yang fokus pada pengembangan ide-ide
bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan konsep ekonomi
hijau. Hal ini dapat membantu menciptakan pipeline inovasi yang berkelanjutan
untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang selaras dengan sharia green
economy.

Ketujuh, lembaga filantropi berperan dalam pengukuran dan evaluasi
dampak. Mereka dapat mengembangkan kerangka kerja dan indikator kinerja
yang spesifik untuk mengukur keberhasilan implementasi sharia green economy
pada UMKM. Ini dapat mencakup metrik yang mengukur tidak hanya kinerja
finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari operasi UMKM. Dengan
melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis, lembaga filantropi dapat
mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, pembelajaran, dan area-area yang
memerlukan perbaikan dalam upaya mendukung transisi UMKM menuju model
bisnis yang lebih berkelanjutan dan sesuai syariah. Data dan insights yang
dihasilkan dari proses ini dapat digunakan untuk terus menyempurnakan strategi

dukungan dan memastikan efektivitas program-program yang dijalankan.

Relevansi lembaga filantropi dan sharia green economy

Lembaga filantropi memiliki peran krusial dalam mendukung transisi
UMKM menuju sharia green economy. Sebagai entitas yang berfokus pada
kesejahteraan sosial dan lingkungan, lembaga filantropi dapat menjembatani
kesenjangan finansial dan pengetahuan yang sering dihadapi UMKM dalam
mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan ramah

lingkungan. Melalui penyediaan dana hibah, pinjaman lunak, atau investasi
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impact, lembaga filantropi dapat membantu UMKM mengatasi hambatan modal
dalam mengimplementasikan teknologi hijau atau merestrukturisasi operasi
mereka (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Lembaga ini dapat berperan dalam
peningkatan kapasitas melalui program pelatihan dan pendampingan, membantu
UMKM memahami dan menerapkan prinsip-prinsip sharia green economy dalam
operasionalnya.

Lembaga filantropi berfungsi sebagai katalis dalam membangun ekosistem
yang mendukung, dengan menghubungkan UMKM dengan jaringan ahli, mentor,
dan mitra potensial. Mereka dapat mendorong inovasi dengan mensponsori
kompetisi atau program inkubasi yang berfokus pada solusi bisnis syariah yang
ramah lingkungan. Oleh karena itu, lembaga filantropi tidak hanya menyediakan
dukungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur
sosial dan pengetahuan yang diperlukan untuk transisi menuju sharia green
economy yang berkelanjutan (Purnomo et al., 2023).

Lebih lanjut, lembaga filantropi berperan sebagai jembatan antara kebijakan
pemerintah dan implementasi di tingkat grassroots. Mereka dapat membantu
menerjemahkan inisiatif kebijakan nasional atau daerah terkait ekonomi hijau dan
keuangan syariah menjadi program-program yang lebih mudah diakses dan
dipahami oleh UMKM. Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan
masyarakat dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, lembaga filantropi
dapat merancang intervensi yang tepat sasaran dan responsif terhadap tantangan
spesifik yang dihadapi UMKM dalam konteks local (Supardal et al. , 2013).

Selain itu, lembaga filantropi memiliki potensi untuk menjadi pionir dalam
mengembangkan model-model inovatif pembiayaan syariah yang ramah
lingkungan. Misalnya, mereka dapat menginisiasi skema wakaf produktif yang
dikhususkan untuk mendukung proyek-proyek UMKM berbasis sharia green
economy, atau mengembangkan instrumen sukuk hijau yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan skala UMKM. Dengan demikian, lembaga filantropi tidak hanya

memfasilitasi transisi UMKM menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,
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tetapi juga berkontribusi pada evolusi dan diversifikasi instrumen keuangan

syariah yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

Kesimpulan

Penerapan prinsip-prinsip sharia green economy dalam pengembangan
produktivitas UMKM dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis yang
mencakup praktik bisnis berkelanjutan, keadilan, transparansi, dan
pemberdayaan komunitas. UMKM dapat mengadopsi teknologi hijau untuk
meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan, seperti
penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik. Selain itu,
prinsip keadilan dan transparansi dapat diterapkan dengan memberikan
informasi yang jelas kepada konsumen dan memastikan praktik perdagangan
yang adil dalam rantai pasok. Pendekatan berbasis komunitas juga penting, di
mana UMKM berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan peluang
kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan
menerapkan prinsip-prinsip ini, UMKM tidak hanya meningkatkan produktivitas
tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
ramah lingkungan.

Lembaga filantropi memiliki peran strategis dalam mendukung transisi
UMKM menuju model bisnis yang selaras dengan sharia green economy. Pertama,
lembaga filantropi dapat menyediakan modal kerja melalui dana zakat, wakaf,
atau sedekah, yang memungkinkan UMKM untuk berinvestasi dalam teknologi
hijau dan inisiatif keberlanjutan. Kedua, pelatihan dan pendampingan yang
ditawarkan oleh lembaga filantropi dapat meningkatkan kapasitas UMKM dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip sharia green economy. Pelatihan ini
mencakup manajemen lingkungan, efisiensi energi, dan praktik bisnis syariah.
Ketiga, lembaga filantropi dapat berperan sebagai mediator antara UMKM dan

pasar yang lebih luas, membantu UMKM mengakses pasar baru yang menghargai
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produk berkelanjutan dan berbasis syariah, serta mempromosikan produk mereka
di tingkat lokal dan internasional.

Implikasi praktis dari penerapan prinsip-prinsip sharia green economy
mencakup peningkatan daya saing UMKM di pasar global, pengurangan biaya
operasional melalui efisiensi energi, dan peningkatan citra perusahaan sebagai
bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Penerapan teknologi
hijau dan praktik bisnis berkelanjutan juga dapat membuka peluang akses ke
pasar yang lebih luas dan segmen konsumen yang peduli terhadap lingkungan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang
digunakan sebagian besar berasal dari studi kasus UMKM melalui kajian literatur,
sehingga generalisasi hasil ke seluruh UMKM di Indonesia mungkin tidak
sepenuhnya akurat. Kedua, penelitian ini lebih fokus pada aspek implementasi
tanpa mengukur dampak jangka panjang dari penerapan prinsip sharia green
economy terhadap kinerja UMKM. Ketiga, keterbatasan sumber daya dan waktu
dalam melakukan survei dan wawancara mendalam juga dapat mempengaruhi
hasil penelitian ini.

Penelitian berikutnya disarankan untuk mencakup sampel yang lebih luas
dari berbagai wilayah di Indonesia guna meningkatkan generalisasi hasil. Selain
itu, penelitian longitudinal yang mengukur dampak jangka panjang penerapan
prinsip sharia green economy terhadap kinerja UMKM juga perlu dilakukan.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai kendala dan
tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, serta
mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan.

Melalui peran-peran strategis ini, lembaga filantropi dapat mendukung
UMKM dalam transisi menuju sharia green economy, menciptakan ekosistem bisnis
yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan
demikian, prinsip-prinsip sharia green economy dapat diintegrasikan secara
efektif dalam pengembangan produktivitas UMKM, didukung oleh peran

strategis lembaga filantropi.
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